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PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM 
                                                  NOMOR : 02/PRT/M/2007 

T E N T A N G  

PETUNJUK TEKNIS PEMELIHARAAN JALAN TOL DAN  
JALAN PENGHUBUNG  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

MENTERI PEKERJAAN UMUM, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53, Pasal 54, Pasal 70, dan 

Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol 

diperlukan petunjuk teknis pemeliharaan jalan tol dan jalan penghubung; 

b. bahwa pemeliharaan jalan tol dan jalan penghubung diperlukan agar 

tingkat pelayanan jalan tol dan jalan penghubung dapat dipertahankan;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 

dan b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang 

petunjuk teknis pemeliharaan jalan tol dan jalan penghubung; 
 

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang 

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan 

Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3956); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan 



2 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Kementrian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005; 

6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan 

Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 66 Tahun 

2006; 

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 

tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; 

8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan; 

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Departemen; 

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 tentang 

Badan Pengatur Jalan Tol; 

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 392/PRT/M/2005 tentang 

Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol; 

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2006 tentang 

Wewenang dan Tugas Penyelenggaraan Jalan Tol Pada Direktorat 

Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol dan Badan Usaha Jalan 

Tol; 

13. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 

354/KPTS/M/2001 tentang Kegiatan Operasi Jalan Tol; 

14. Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 310/KPTS/M/2002 tentang 

Pedoman Pemeriksaan Menyeluruh, Pemeriksaan Khusus dan 

Pemeriksaan Keteknikan di Lingkungan Departemen Kimpraswil; 

15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

Kep/46/M.PAN/4/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan 

Melekat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan; 
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M E M U T U S K A N : 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PETUNJUK 
TEKNIS PEMELIHARAAN JALAN TOL DAN JALAN PENGHUBUNG 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Bagian Pertama 
Definisi 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan 

1. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum. 

2. Direktorat Jenderal Bina Marga adalah Direktorat Jenderal di lingkungan Departemen 

Pekerjaan Umum yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan 

dan standarisasi teknis di bidang Bina Marga, yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Menteri. 

3. Badan Pengatur Jalan Tol, yang selanjutnya disebut BPJT, adalah badan yang dibentuk 

oleh Menteri, ada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri. 

4. Badan Usaha Jalan Tol, yang selanjutnya disebut BUJT, adalah badan hukum yang 

berbentuk perseroan terbatas yang didirikan khusus untuk membuat, menandatangani, 

serta melaksanakan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol. 

5. Pengguna jalan tol adalah setiap orang yang menggunakan kendaraan bermotor beroda 

empat atau lebih yang membayar tol. 

6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk 

bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalulintas, yang 

berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah 

dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan 

kabel. 

7. Ruang Manfaat Jalan Tol, yang selanjutnya disebut Rumajatol, adalah suatu ruang 

sepanjang jalan tol yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan yang terdiri atas badan 

jalan, saluran tepi jalan, serta ambang pengamannya;dan badan jalan yang meliputi jalur 

lalulintas, dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan, ambang pengaman jalan 
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terletak di bagian paling luar dari ruang manfaat jalan dan dimaksudkan untuk 

mengamankan bangunan jalan. 

8. Ruang Milik Jalan, yang selanjutnya disebut Rumija, adalah sejalur tanah tertentu di luar 

ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh 

batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan 

keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan 

pada masa yang akan datang. 

9. Ruang Pengawasan Jalan, yang selanjutnya disebut Ruwasja, adalah ruang tertentu yang 

terletak di luar ruang milik jalan dan penggunaannya berada di bawah pengawasan 

Menteri agar tidak mengganggu pandangan pengemudi, konstruksi bangunan jalan 

apabila ruang milik jalan tidak cukup luas, dan tidak mengganggu fungsi jalan. 

10. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalulintas umum. 

11. Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai 

jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol. 

12. Ruas jalan tol adalah bagian atau penggal dari jalan tol tertentu yang pengusahaannya 

dapat dilakukan oleh BUJT tertentu. 

13. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan jalan tol. 

14. Jalan penghubung adalah jalan yang menghubungkan jalan tol dengan jalan umum yang 

ada. 

15. Jalan layang adalah jalan yang berada di atas permukaan tanah. 

16. Unsur jalan tol adalah segala bagian jalan yang terdapat pada Rumaja tol dan Rumija tol, 

termasuk bangunan pelengkap, perlengkapan, dan fasilitas jalan. 

17. Pemeliharaan jalan tol adalah upaya yang dilakukan terhadap sebagian atau seluruh 

unsur jalan, dengan tujuan untuk mempertahankan, memulihkan atau meningkatkan 

kondisi jalan agar tetap dalam batas-batas standar pelayanan minimal jalan tol. 

18. Pemeliharaan rutin adalah pemeliharaan yang dilakukan sepanjang tahun, dengan tujuan 

untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap dalam batas-batas standar pelayanan 

minimal jalan tol. 

19. Pemeliharaan berkala adalah pemeliharaan yang dilakukan dengan cara menambah lapis 

bukan struktural pada permukaan perkerasan jalan lama, termasuk koreksi minor bentuk 

permukaan dan penambalan permukaan perkerasan jalan lama, dengan tujuan untuk 

mempertahankan atau meningkatkan kondisi perkerasan jalan agar tetap dalam batas-

batas standar pelayanan minimal jalan tol.  

20. Peningkatan adalah pemeliharaan yang dilakukan dengan cara menambah lapis struktural 

pada permukaan perkerasan jalan lama, termasuk koreksi bentuk permukaan perkerasan 
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jalan lama dan penambalan struktural, dan perbaikan sistem drainase, dengan tujuan 

untuk meningkatkan kekuatan perkerasan jalan agar selama kurun waktu tertentu di masa 

yang akan datang dapat memikul beban lalulintas, serta mempertahankan atau 

meningkatkan kondisi jalan agar tetap dalam batas-batas standar pelayanan minimal jalan 

tol. 

21. Penanganan darurat adalah penanganan yang dilakukan untuk memulihkan secepatnya 

kondisi jalan yang mengganggu kelancaran lalulintas dan/atau membahayakan pengguna 

jalan yang diakibatkan oleh kejadian tak terduga.  

22. Standar pelayanan minimal jalan tol adalah ukuran yang harus dicapai dalam 

pelaksanaan penyelenggaraan jalan tol. 

 

Bagian Kedua 
Maksud dan Tujuan 

Pasal 2 

(1) Petunjuk teknis pemeliharaan jalan tol dan jalan penghubung dimaksudkan untuk 

menjamin bahwa jalan tol memenuhi ketentuan standar pelayanan minimal jalan tol. 

(2) Pemeliharaan jalan tol dan jalan penghubung bertujuan untuk mempertahankan dan 

meningkatkan pelayanan jalan tol bagi pengguna jalan tol. 

 
Bagian Ketiga 

Lingkup 

Pasal 3 

Pemeliharaan jalan tol dan jalan penghubung dilakukan terhadap semua unsur jalan tol dan 

jalan penghubung yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah 

permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air. 

 
 
 
 
 
 
 
 


